Hotel Inaya Bay Komodo Lunasi Tunggakan Pajak Kepada Pemkab Mabar

lustrasi: https://bisniswisata.co.id

POS-KUPANG.COM | LABUAN BAJO - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
menerima laporan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai Barat telah
menerima pelunasan pajak hotel? sebesar Rp 920 juta dan dan pajak restoran? sebesar
Rp568 juta dari Hotel® Inaya Bay Komodo.

Pelunasan pajak diterima melalui PT BPD NTT oleh akun PAD Kabupaten Mabar
Labuan Bajo pada Minggu, 11 April 2021. Hal ini merupakan tindak lanjut dari
pemasangan peringatan menunggak pajak di pelataran Hotel Inaya Labuan Bajo oleh
pemda yang disaksikan KPK pada Sabtu, 10 April 2021 yang lalu.

"Peringatan sudah kami lepas. Perwakilan manajemen Hotel langsung melunasi pajak
dan menandatangani Berita Acara pelepasan peringatan menunggak pajak,"
terang Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi dalam siaran pers yang diterima POS-
KUPANG.COM, Senin (12/4/2021).

KPK berharap kelalaian para pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban pajaknya tidak
terulang lagi di kemudian hari. Selanjutnya para pelaku usaha diharapkan untuk selalu
patuh dalam menjalankan kewajibannya.

Dalam rangkaian kegiatan monitoring dan evaluasi di NTT, Satuan Tugas Koordinasi
Supervisi (Korsup) Pencegahan wilayah V KPK juga mendampingi pemda melakukan
pemasangan peringatan menunggak pajak di sejumlah titik. Salah satunya Bandar Udara
Komodo pada Minggu 11 April 2021.

Menurut data Pemkab Manggarai Barat per 11 April 2021, setidaknya ada 12 wajib
pajak yang memiliki tunggakan pajak daerah dengan total nilai Rp 34 Miliar.
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"Kegiatan pemasangan peringatan akan dilanjutkan pemda walau tanpa kehadiran KPK
di sini. Pajak yang dititipkan konsumen pengguna layanan hotel, restoran maupun parkir
merupakan hak pemerintah daerah yang tidak boleh ditunda-tunda pembayarannya,”
ujar Ketua Satgas Korsup Pencegahan Wilayah V KPK, Dian Patria.

Diberitakan sebelumnya, Hotel Inaya Bay Komodo menunggak pajak hotel dan restoran
lebih dari Rp 1.8 milyar, Sabtu (10/4/2021).

Tunggakan pajak tersebut sejak 4 bulan terakhir yakni November 2020 hingga Februari
2021.

Akibatnya, pasangan Bupati dan Wakil Bupati Mabar Edistasius Endi dan dr Yulianus
Weng beserta Ketua Satuan Tugas Koordinasi Supervisi (Korsup) Pencegahan Wilayah
V KPK, Dian Patria memasang plang peringatan tepat di depan hotel.

Plank tersebut bertuliskan 'Hotel Ini Menunggak Pajak Daerah Berdasarkan Perda
Kabupaten Manggarai Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel'.

Rombongan Bupati Mabar yang akrab disapa Edi Endi ini juga didampingi Kepala
Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Mabar, Salvador Pinto dan
Sekda Mabar, Hans Odo.

"Saat ini dimonitor langsung KPK, ini merupakan objek yang wanprestasi, padahal
kalau mau jujur bicara terkait pajak hotel dan restoran kan uang yang dititipkan
konsumen, yang harus diteruskan ke konsumen. Bukan membebani mereka (hotel),"”
kata Bupati Edi Endi.

Menurutnya, pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar, sehingga pihaknya pun
tidak segan-segan untuk mencabut izin usaha hotel tersebut jika tidak menjalankan
kewajibannya.

Pihaknya pun berterima kasih kepada KPK yang secara serius melakukan
pendampingan dan monitoring terkait ketertiban pembayaran pajak demi peningkatan
pendapatan daerah.

Sementara itu, Kepala BPKD Kabupaten Mabar, Salvador Pinto mengatakan, Hotel
Inaya Bay sebelumnya telah diingatkan untuk membayar tunggakan pajak.

"Setelah kami verifikasi, ini kan pajak self assessment yang dilaporkan oleh wajib pajak
sendiri, setelah kami lakukan verifikasi laporan, kami temukan ada tunggakan pajak
baik hotel dan restoran sebesar Rp 1.8 lebih. Kami sudah keluarkan surat ketetapan
kurang bayar, tapi hingga saat ini belum ada tindak lanjut, jadi kami akan lakukan
penagihan saat ini," tegasnya.
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Pinto juga menegaskan, di Kabupaten Mabar terdapat sejumlah hotel dan restoran yang
juga menunggak pembayaran pajak.

Tidak tanggung-tanggung, total nilai tunggakan pajak hingga saat ini lebih dari Rp 2.8
Milyar.

Total nilai untuk pajak hotel dan restoran hingga Februari ada Rp 2.8 Milyar

"Ada tahapan, teguran, lalu tagih paksa, kalau tidak bisa baru tutut tempat usahanya,"”
katanya.

Sementara itu, Pengelola Kawasan Marina Bay, Nanang Ariawan Ardianto mengakui
keterlambatan pembayaran pajak tersebut.

Pihaknya pun memohon maaf atas hal tersebut dan berjanji pada awal pekan depan
untuk membayar tunggakan pajak itu.

"Kemarin sebetulnya kami mau ketemu bapak, karena pendapatan kami berkurang.
Kami ingin memasukkan surat untuk mohon keringanan," katanya saat berdialog.

"Mohon maaf keterlambatan ini," tambahnya.

Dikesempatan yang sama, Korsup Pencegahan Wilayah V KPK, Dian Patria
mengatakan, pihaknya mengkawal dan memastikan Pemda Mabar untuk melakukan
pendataan dan tertib pajak bagi para objek pajak

"Data sudah jelas langsung lakukan, jangan lakukan pembiaran. Ada apa ini, nanti kami
akan tanya terus kepada bupati. Karena kami monitor, ini kebocoran," paparnya.

Pihaknya menilai, penertiban pembayaran pajak bagi objek pajak sangat penting,
terlebih di Labuan Bajo yang merupakan Destinasi Super Prioritas.

"Ini baru bangun tidur, kami berproseslah mungkin pengusaha selama ini tidak ada
tekanan-tekanan untuk menagih, sekarang mereka harus memberikan contoh. Harus
tertib apalagi ini Destinasi wisata internasional, jangan sampai banyak pelaku usaha
tidak menjalankan kewajibannya dan dibiarkan oleh pihak yang menagihnya," katanya.
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Catatan:
Pengertian pajak daerah dimuat dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada
daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan
untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Pajak daerah dibagi menjadi dua jenis, yakni Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.
1. Jenis Pajak provinsi terdiri atas:

a. Pajak Kendaraan Bermotor

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

d. Pajak Air Permukaan; dan

e. Pajak Rokok.
2. Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:

a. Pajak Hotel;

b. Pajak Restoran;

c. Pajak Hiburan;

d. Pajak Reklame;

e. Pajak Penerangan Jalan;

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

g. Pajak Parkir;

h. Pajak Air Tanah;

I. Pajak Sarang Burung Walet;

J. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Catatan Akhir:

D Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

2 Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas
penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan,
kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

3 Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan
dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata,
pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari
10 (sepuluh).
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